
 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 51                                                                               TAHUN 2020 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 50 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 75 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran 

antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek 

belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan 

Kepala Daerah; 

b. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun 

pelaksanaannya perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota  tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 



- 2 - 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah       

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1  

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara      

Nomor 6177); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor  2 Tahun 2018  tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

29. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2018  

tentang  Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

33. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13          

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 

Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32          

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52          

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64          

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77          

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik; 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19          

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79          

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33          

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20          

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 

Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional; 

45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil 

Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 

Nomor 57); 

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1         

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 

Nomor 4); 
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48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021  (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan  

49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7); 

59. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN 

KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 75 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  

ANGGARAN  2020. 

Pasal 1 

1. Pendapatan Daerah yang semula sebesar 

Rp.3.083.042.116.963,00 berkurang sebesar 

(Rp.163.188.253.498,60) menjadi sebesar 

Rp.2.919.853.863.464,40, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar 

Rp.1.269.422.760.810,00 berkurang sebesar 

(Rp.232.961.261.710,00) menjadi sebesar 

Rp.1.036.461.499.100,00; 
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b. Dana Perimbangan yang semula sebesar 

Rp.1.066.752.504.000,00 bertambah sebesar 

Rp.107.880.487.544,00 menjadi sebesar 

Rp.1.174.632.991.544,00; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang 

semula sebesar Rp.746.866.852.153,00 

berkurang sebesar (Rp.38.107.479.332,60) 

menjadi sebesar Rp.708.759.372.820,40; 

2. Belanja Daerah yang semula sebesar 

Rp.3.624.689.323.997,00 berkurang sebesar 

(Rp.120.516.003.498,60) menjadi sebesar 

Rp3.504.173.320.498,40, dengan rincian perubahan 

sebagai berikut: 

a. Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar 

Rp.1.436.115.370.354,34 bertambah sebesar 

Rp.224.369.327.985,73 menjadi sebesar 

Rp.1.660.484.698.339,79, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar 

Rp.1.078.126.823.676,00 bertambah sebesar 

Rp.82.402.891.522,00 menjadi sebesar 

Rp.1.160.529.715.198,00; 

2) Belanja Hibah yang semula sebesar 

Rp.173.832.030.300,00 bertambah sebesar 

Rp.26.834.900.000,00 menjadi sebesar 

Rp.200.666.930.300,00; 

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 

Rp.25.489.000.000,00 tidak mengalami 

perubahan; dan 

4) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 

Rp.158.667.516.378,34 bertambah sebesar 

Rp.115.131.536.463,45 menjadi sebesar 

Rp.273.799.052.841,79; 

b. Belanja Langsung yang semula sebesar 

Rp.2.188.573.953.642,66 berkurang sebesar 

(Rp.344.885.331.484,05) menjadi sebesar 

Rp.1.843.688.622.158,61, dengan rincian 

perubahan sebagai berikut: 
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1) Belanja Pegawai yang semula sebesar 

Rp.392.472.261.283,00 berkurang sebesar 

(Rp.2.316.530.000,00) menjadi sebesar 

Rp.390.155.731.283,00; 

2) Belanja Barang dan Jasa yang semula 

sebesar Rp.924.117.842.558,66 berkurang 

sebesar (Rp.81.466.600.930,50) menjadi 

sebesar Rp.842.651.241.628,16; 

3) Belanja Modal yang semula sebesar 

Rp.871.983.849.801,00 berkurang sebesar 

(Rp.261.102.200.553,55) menjadi sebesar 

Rp.610.881.649.247,45; 

3. Surplus/(Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi 

Jumlah Belanja Belanja Daerah semula sebesar 

(Rp.541.647.207.034,00) berkurang sebesar 

(Rp.42.672.250.000,00) menjadi sebesar 

Rp.(584.319.457.034,00); 

4. Pembiayaan yang semula sebesar 

Rp.541.647.207.034,00 bertambah sebesar 

Rp.42.672.250.000,00 menjadi sebesar 

Rp.584.319.457.034,00, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar 

Rp.615.741.707.034,00 bertambah sebesar 

Rp.5.625.000.000,00 menjadi sebesar 

Rp.621.366.707.034,00; dan 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 

Rp.74.094.500.000,00 berkurang sebesar 

(Rp.37.047.250.000,00) menjadi sebesar 

Rp.37.047.250.000,00. 

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA) yang semula sebesar Rp.0 tidak mengalami 

perubahan. 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut 

dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

 

 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 23 Juli 2020 

WALI KOTA DEPOK, 

 

            TTD 

 

                                              K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 23 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

    TTD 

 

HARDIONO  

 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 51 

 


